
 
 
 
 
 
 

 
WALI KOTA BANJARBARU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU 
NOMOR  30  TAHUN  2022 

 
TENTANG 

                                                           
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BANJARBARU, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 
Daerah Nomor  Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan 
Negara Repblik Indonesia Nomor 6516); 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 



  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
134, Tambahan Negara Repblik Indonesia Nomor 6516); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 

 

 

 



  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

  27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 
10); 

  28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
2020 Nomor 8); 

  29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 8); 

 

 

 

 

 



  30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
2022 Nomor 7 ); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota 
Banjarbaru. 

4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan.  

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 
BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN APBD 
 

Pasal 2 
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 tertuang 
dalam laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021. 

 
 
 
 
 

 
 

 



Pasal 3 
Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, terdiri dari: 
1. Pendapatan 

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp 320.547.080.786,20  
 b. Pendapatan Transfer Rp 751.649.124.973,00  
 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah 
Rp 34.202.998.741,00  

 Jumlah Pendapatan   Rp 1.106.399.204.500,20  
      

2. Belanja 
 a. Belanja Operasi Rp 875.549.519.436,92 
 b. Belanja Modal Rp 240.037.606.081,00 
 c. Belanja Tak Terduga Rp     5.491.348.200,00 
 Jumlah Belanja  Rp 1.121.078.473.717,92 
      
 Surplus/Defisit   Rp    (14.679.269.217,72) 

      
3. Pembiayaan 

 a. Penerimaan Pembiayaan Rp 237.608.161.890,18 
 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp   57.456.054.796,00 
 Jumlah Pembiayaan  Rp    180.152.107.094,18 
     
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA) 
Rp    165.472.837.876,46 

      
      

Pasal 4 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini. 

 
 

Pasal 5 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 
 

Pasal 6 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Wali Kota ini. 
 

 
Pasal 7 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
 KETENTUAN PENUTUP 

 
 Pasal 8 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Banjarbaru. 
 

 
Ditetapkan di Banjarbaru 
Pada tanggal 19 September 2022 

   
WALI KOTA BANJARBARU, 

 
TTD 

  
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN 

 
 

Diundangkan di Banjarbaru 
Pada tanggal 19 September 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
TTD 

 
SAID ABDULLAH 

 
 
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 30 

 


